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PENYUSUNAN DAN PELAKSAAN ANGGARAN
Siklus penyusunan dan pelaksanaan  

APBN yang dimulai dari Penetapan arah  

kebijakan dan prioritas pembangunan  

nasional, penetapan APBN oleh DPR

sampai dengan penyusunan laporan

keuangan atas pelaksanaanAPBN
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Pelaksanaan ANGGARAN2019(N)

Maret
Penyusunan kapasitas fi

skal (resourceenvelope)

9Mei
Surat BersamaPagu

Indikatif dan Rancang  

anRKP

19Mei
Pengajuan PPKF,KEMdan

RKPkeDPR

25Juli
Penetapan Pagu Anggaran ol

eh Menteri Keuangan dan Pe  

nyusunan RKA-KL oleh K/L

8Agustus
Pemutakhiran PaguAngg

aran

16Agustus
Pidato Kenegaraan Presid

enRI dalam rangka  

Pengajuan RAPBN

Desember
Penetapan dan Pen

yerahan DIPA

PalingLambat  

30November
Penetapan RincianAPBN
dalam Peraturan Preside  

n

Januari
Penetapan arah kebijak

an dan prioritas pemba

ngunan nasional

DIPAyang telah disahkan oleh  

Menteri Keuangan merupakan da  

sar pelaksanaan anggaran

Kontrak/SuratKeputusan
sebagai bentuk komitmen yang nantin

ya menimbulkan kewajiban Negara

Penyedia barang/jasa atau rekanan 

melaksanakanpekerjaanse 

suai isi kontrak/surat keputusan

11Juli
PembicaraanPendahuluan

RAPBN

Penyusunan ANGGARAN(N-1)

Hasil/outputpelaksanaan  

pekerjaan merupakandasar unt 

uk mengajukan tagihan

Hasil/output pekerjaan diperiksa kebenar  

annya dan didokumentasikan pada

Berita Acara danPernyataan

PPK memeriksa tagihan atas prestasi

pekerjaan dan menerbitkan SPP un

tuk disampaikan kepada PPSPM

PPSPMmemeriksa kebenaran SP

P dari PPK dan menerbitkan

SPMuntuk disampaikanke

KPPN

KPPNmenguji SPMyang disamp  
aikan oleh Satker untuk selanjutn

ya diterbitkan SP2D

SPP

SPM

PertengahanAgustus

s.d.AkhirOktober
Pembahasan RUUdan Nota Keua

ngan RAPBN2018

Atas dana APBN yang digunakan, Pemerintah diwajibkan untu

k menyusun Laporan Keuangan (LKKL,LK-BUN,LKPP),

dan disampaikan ke BPK-RIuntuk dilakukanAudit 4
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PELAKSANAAN ANGGARAN
Dimulai 1 Januari sd 31 Desember sejak DIPA

diterima oleh KL. Eksekusi DIPA dilaksanakan

melalui tahapan pembuatanKomitmen,

pelaksanaan kegiatan, pembuatan berita acara  

penyerahan pekerjaan, pengujian tagihan,  

permintaan pembayaran dan perintah  

pembayaran oleh KL kepada Menkeu selaku  

BUN yg diwujudkan dengan penerbitanpencairan  

dana dan diakhiri dengan penyusunan laporan  

keuangan.
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1. HalI A=Informasi/target Kinerja(output)

2. HalI B=SumberDana

3. HalII =RincianPengeluaranper JenisBelanja

4. Hal III =RencanaPenarikanDanadanPerkiraanPenerimaan

5. Hal IV.A=Blokir

6. HalIV.B=Catatan

1. SuratKeputusan

2. Perjanjian/Kontrak

3. Perjanjian KerjaSama

4. Dll.
1. BuktiPembelian/faktur

2. Kuitansi

3. SPK

4. Kontrak/Perjanjian

5. Perpajakan

6. Dll.

SPP(UP/LS)

SPM(UP/LS)

SP2D

PROSESBISNISPELAKSANAANANGGARAN

OUTPUT OUTCOME

1 Januarisd.31Desember



TIMEFRAMEPENCAPAIANOUTPUTSECARAIDEAL

Fungsi APBN adalah untuk

operasionalisasi pemerintahan,

penyediaan layanan publik, dan

mendorong pertumbuhanekonomi

Dalam satu tahun fiskal,  

APBNyang telah ditetapkan  

harus dapat memenuhi  

ketigafungsitersebut.

Pemenuhan fungsi dicerminkan dengan

pencapaian output, outcome, & impact

dalam satu kurun waktu tahun anggaran

sesuaiRKPdanrenjaK/L

TAHUNFISKAL...PERIODEPELAKSANAANAPBN

PENCAPAIANOUTPUT
APBN, sejak

menghasilkan

 Sesuai dengan fungsi  

dilaksanakan harus  

output;

 Kerangka waktu pencapaian output  

harus dibatasis/d TriwulanIII

PENCAPAIANOUTCOME
 Outcome adalah manfaat dari belanja  

negara terhadap pelayanan publik dan  

pembangunan.

 Output harus dirasakan oleh masyarakat  

secepat mungkin dan keseluruhan  

outcome tercapai padaakhirtahun.

PENCAPAIANIMPACT
 Impact adalah dampak daribelanja  

negarapadaAPBN;
 Impact  harus  dicapai  sesuai dengan

RKP    dan kebijakan fiskal tahun

bersangkutan.
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Penelitian

PelaksanaanAnggaranPenelitianSaatIni

• LatarBelakang

•

•

•

Hal-hal yang baru  

PerubahanPengaturan
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Latar Belakang
PelaksanaanAnggaran Penelitian Sebelum Berbasis SBK (s.d Tahun2016)

MEMBUAT PENELITIAN ITU MUDAH, TAPI ME

MBUAT PERTANGUNGJAWABANNYA  

ITU LHO…...

Hotel

Penelitian

PERDIRJEN  

PERBENDAHARAAN NOMOR  

PER-15/PB/2017
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Latar Belakang
Pelaksanaan Anggaran Penelitian s.d. Saat Ini

s.d. 2016 2017 s.d. Sekarang

s.d. 2016

Riset Berbasis  

Proses (Peneliti  

sibuk urusan  

SPD,Kwitansi,  

pembayaran,dll.).

• PMK tentang

Pelaksanaan

APBN

• PMK tentang  

StandarBiaya  

masukan

• PerkaLKPP  

tentang  

Swakelola

• Juklak dari  

Penyelenggara  

Penelitian

DasarHukum

• Penelitian  

BerbasisSBK  

(Output)

• Pencairan  

anggaran  

penelitian  

dilakukan  

dengan cara  

sekaligusatau  

bertahap

2017 s.d. SaatIni

• PMK No.  

106/PMK.02/2016 tentang  

SBK Tahun 2017 saat ini  

diperbaharui dengan PMK  

No. 69 Tahun 2018 tentang  

SBK Tahun2019

• Permenristekdikti No 69  

tahun 2016 yang terakhir  

diubah dengan  

Permenristekdikti Nomor  

27 Tahun2019

• Perdirjen 7/PB/2019  

tentang perubahan  

perdirjen No.15/PB/2017

DasarHukum
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BASIS PENELITIAN
INPUT OUTPUT
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PERBANDINGAN
PENELITIAN BERBASIS INPUT DAN OUTPUT

PMK no.32/PMK.02/2018 tentangSBM PMK no.69/PMK.02/2018 tentangSBK

7



PERBANDINGAN
PENELITIAN BERBASIS INPUT DAN OUTPUT

PMK no.32/PMK.02/2018 tentangSBM PMK no.69/PMK.02/2018 tentangSBK

enc target volume output yang 

pe knya diliat dari output yang

nda luaran dalamrangka

138



Pelaksanaan Penelitian Berbasis SBK
Sesuai dengan PER-15/PB/2017 dan Permenristekdikti No 69 tahun2016

Pelaksana PenelitianMeliputi:

1. individu/kelompok individu meliputi pegawaiASN/NonASN;

2. K/L/Satker;

3. perguruan tinggi;

4. organisasi kemasyarakatan;

5. badan usaha

Penyelenggara  

Penelitian

PA/KPA pada  

Kementerian/Lembaga/Satker  

yang memiliki alokasi  

anggaran penelitian berbasis  

Keluaran (output)

JenisPenelitian

1. Riset Pembinaan/  

Kapasitas;

2. Riset Dasar;

3. RisetTerapan;

4. Riset Pengembangan;

5. KajianAktualStrategis;

6. Riset/Kajian lainnyaber

basis SBK
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Komite Penilaian/Reviewer
Tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer sesuai dengan Permenristekdikti No 69 tahun 2016 dan PER-15/PB/2017

Reviewer  

Proposal/KeluaranReviewer Proposal ReviewerKeluaran

• menilai kesesuaian antara besaranbiaya  
dengan SBK SKP yang akan dicapai  
termasuk biaya tambahan SBKSKP;

• memberikan rekomendasikelayakan  
proposal kepada Penyelenggara  
Penelitian; dan

• tugas lainnya sebagaimana diatur dalam  
peraturan perundang-undangan yang  
ditetapkan oleh Menteri yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan  
di bidang riset, teknologi danpendidikan

• menilai kelayakan biaya yang telah
diberikan dengan sub keluaran
pelaksanaan penelitian yang dicapai;

• memberikan rekomendasi kelayakan sub
keluaran pelaksanaan penelitian kepada
Penyelenggara Penelitian; dan

• tugas lainnya sebagaimana diatur dalam  
peraturan perundang-undangan yang  
ditetapkan oleh Menteri yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang riset, teknologi dan pendidikan
tinggi.tinggi 15



PENELITI REVIEWER

PENGAJUAN &PEMERIKSAAN
PROPOSAL PENCAIRAN DANAPENELITIAN

PPK/KPA(SATKER) KPPN

SEKALIGUS

BERTAHAP

• Tahap I (70%)

• Tahap II (30%)

*) Untuk pencairan bertahapperlu

rekomendasi revieweroutput

Penelitimengajukan  

proposal pada  

reviewer untuk  

diperiksa

Reviewer melakukan  

pemeriksaanatasproposal  

dan mengajukan  

rekomendasi

Kepada PPK/KPA untuk  

dilanjutkandenganproses  

pembuatankontrakantara  

peneliti denganPPK

11

ALURPELAKSANAANANGGARANPENELITIAN

Tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga Penyelenggara

Penelitian

Kementerian Keuangan cq.

DJPb

(KPPN)

Dokumen SPM  

diajukanolehSatker  

keKPPN

(tanpalampiran)

*) Persyaratan pencairan diaturoleh

KementerianKeuangan

Sesuai dengan PER-15/PB/2017 yg diubah dgn Perdirjen no7/PB/2019



PEMBUATANKOMITMEN

• Dilakukan melalui pembuatan

komitmen antara PPK dengan

PelaksanaPenelitian.

• Pembuatan komitmen dilakukan

dalam bentuk perjanjian/kontrak

penelitian

• Sesuai dengan pedoman atau  

petunjuk teknis yang ditetapkan  

masing-masing Penyelenggara  

Penelitian

PENYELESAIANTAGIHAN

a. Tahap I, Dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:

1) Proposalpenelitian;

2) Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal  

dan/atau Reviewer Proposal;

3) Bukti perjanjian/kontrak;dan

4) Berita AcaraPembayaran.

b. Tahap selanjutnya, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah

yang meliputi:

1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkantahapan  

sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian;

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB);

3) Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari Komite Penilaian  

Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian;

4) Berita Acara hasilpenilaian ;

5) Berita Acara Pembayaran; dan

6) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah  

Terima.

Pembayaran tagihan berdasarkan  

jenispenelitian

Bertahap:

a.Riset Dasar;  

b.RisetTerapan;

c. Riset Pengembangan  

d.Riset Lainnya yang memiliki  

karakteristik seperti a, b dan c

2. Sekaligus

a. Riset Pembinaan/Kapasitas

b. Kajian AktualStrategis

PenyelesaianTagihanAnggaranPenelitianBerbasisSBK
Sesuai dengan PER-15/PB/2017 yg diubah dgn Perdirjen no7/PB/2019
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Hal-hal yang baru
Dalam pelaksanaan penelitian Berbasis SBK berdasarkan Sesuai dengan PER-15/PB/2017 yg diubah dgn Perdirjen no7/PB/2019

02

01

03

Terbitnya Pepres 16 Tahun  

2018 Tentang PBJ

Terdapat perubahan terkait  

pelaksanapenelitian.

Permenristedikti Nomor20

Tahun 2018 tentang  

Penelitian sudah  

mengakomodirperubahan  

tersebut.

SPTB

Terdapat perbedaan  

persepsi dan inkonsistensi  

terkait pengisian SPTB yang  

seharusnya tidak rinci dan  

simple menjadi rinci karena  

adanya pengaturan pada  

Juknis yang diterbitkan  

Kemenristekdikti

PerlakuanAkuntansi

Perlunya penyesuaian 

terkait pengakuanAset Tak 

Berwujuddalam penelitian 

dan pengungkapankegiatan 

penelitian padalaporan

keuangan.

2017 s.d. Saat ini

Terdapat beberapa permasalahan/dinamikayang  

terjadi di lapangan sehingga memerlukan  

penyesuaian dari sisi pengaturan/regulasi.
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MONEV

Penyelenggara Penelitian melakukan monitoring  

dan evaluasi atas pelaksanaan anggaranpenelitian  

berbasis SBK SKP

1. Pelaksana

laporan

Penelitian wajib menyampaikan

kegiatan penelitian kepada  

denganPenyelenggara

yang

Penelitian sesuai

diatur oleh Penyelenggaraketentuan

Penelitian.

2. Dalam hal  

disebabkan

terdapat kegagalan penelitian yang  

kelalaian  pihak-pihak  yang  terlibat

dalam pelaksanaan penelitian dan menyebabkan

kerugian negara, maka kerugian negara tersebut

menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

atas hasil penelitian diatur lebih lanjut oleh

Penyelenggara Penelitian

PELAPORAN&  
PERTANGGUNGJAWABAN

14



Penyesuaian Pengaturan
Perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 menjadi Perdirjen no.PER-7/PB/2019

1. Reviewer selain memiliki tugas juga akan diberi tanggung jawab merujuk sesuai dengan  
Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perubahan Atas  
Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian  
dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan  
Standar Biaya Keluaran.

2. Pelaksana penelitian mengutip seperti pengaturan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018  
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018  
tentang Penelitian.

3. Akan dilakukan perubahan terhadap pasal tentang perlakuan akuntansi.

4. Format SPTB disesuaikan dan ditambah dengan contoh pengisian SPTB.

20



RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-

15/PB/2017

 Dalam Perubahan Perdirjen PER-7/PB/2019

tidak diuraikan lagi tugas dan tanggung jawab

komite penilaian dan/atauReviewer.

 Tugas dan tanggung jawab komite penilaian  

dan/atau Reviewer merujuk pada peraturan  

yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti.

 Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan  

kewenangan sepenuhnya kepada  

Kemenristekdikti dalam mengatur tugas dan  

tanggung jawab komite penilaian dan/atau  

Reviewer sehingga tanggung jawab yang  

tadinya ada pada peneliti bisa diambil alih  

oleh komite penilaian dan/atauReviewer.

 Pasal 6
Reviewer  

Pasal 5

Reviewer

Reviewer

1) Komite Penilaian dan/atau  

sebagaimana dimaksud dalam  

ayat (1) huruf c terdiri atas:  

a.Komite Penilaian dan/atau

Proposal; dan

b.Komite Penilaian dan/atau  

Keluaran Penelitian.

2) Komite Penilaian dan/atau

dimaksud pada

Reviewer

ayat (1)

tugas dan tanggungjawab

sebagaimana  

mempunyai  

sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan

menyelenggarakanoleh Menteri yang

urusan pemerintahan di bidang riset,

teknologi dan pendidikantinggi.

21
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RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-

15/PB/2017

 Disesuaikan dengan Perpres nomor 16 tahun  

2018 tentang PBJ dan Permenristekdikti  

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

 Pasal 7

Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. Individu/kumpulan individu meliputi

pegawai aparatur sipil negara/non-

pegawai aparatur sipil negara;

b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

c. Perguruan tinggi;

d. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau

e. Badan usaha

22
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RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-

15/PB/2017

 Pasal 8 ayat 5 menjelaskan terkait dengan

riset pengembangan yang menghasilkan Aset

Tak Berwujud (ATB) perlu diakomodir secara

pengalokasian dan pembebanan belanjanya

yang semestinya masuk belanjamodal.

 Pengalokasian dana riset pada belanja barang

(52) sedangkan alokasi dana pengembangan  

pada belanja modal (53). Jika terjadi  

kesalahan harus dilakukanrevisi.

 Pasal 8
(1) Anggaran penelitian berbasis SBK SKP dialokasikan dalam

DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara.

(2) Besaran penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan  

hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau Reviewer  

Proposal mengikuti ketentuan Peraturan Menteri  

Keuangan mengenai standar biaya keluaran yang  

ditetapkan setiap tahun anggaran.

(3) Kegiatan  penelitian berbasis  SBK  SKP  yang anggarannya

dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilaksanakan dalam satu tahunanggaran.

(4) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBKSKP akan

dilaksanakan lebih dari satu tahun

perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada

anggaran,  

Peraturan

Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan

persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract)

dalam pengadaan barang/jasapemerintah.

(5) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP

merupakan riset pengembangan yang dimaksudkan untuk

menghasilkan keluaran yang memenuhi

pengakuan Aset Tak Berwujud, maka

kriteria

biayanya

dialokasikan pada belanja modal. 18
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RINCIAN PERUBAHAN BATANG TUBUH PER-

15/PB/2017

 Ayat 2 menggunakan pendekatan beban  

artinya menambahkan pengaturan/perlakuan

akuntansi, pengungkapan dalam CaLK  

sekung-kurangnya memuat jumlah dan judul  

penelitian sehingga mendorong tata kelola  

penelitian yang harus diadministrasikan.  

Pendekatan beban tidak diakui sebagai aset  

(belanja barang-52).

 Ayat 3 Penelitian yang menghasilkan ATB  

pengungkapan dalam CaLK sekurang-

kurangnya mencantumkan masa manfaat dan  

metode amortisasinya (diambil dari buletin  

SAP). ATB diakui sebagaiBMN.

SBK SKP

kriteria

 Pasal 17

(1) Perlakuan akuntansi atas kegiatan penelitian berbasis

SBK  SKP  agar  berpedoman  pada  Standar Akuntansi

Pemerintahan.

(2) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP

menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria

pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan

biaya diakui sebagai beban dalam periode berjalan

dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan

sekurang-kurangnya jumlah dan judul penelitian.

(3) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis  menghasilkan

keluaran yang memenuhi  pengakuan Aset 

Tak Berwujud, jumlah keseluruhan  biaya dikapitalisasi 

menjadi Aset Tak Berwujud dan  harus diungkapkan 

dalam laporan keuangan sekurang-

masa manfaat dan/atau metode  

jika mempunyai masa manfaat yang

kurangnya

amortisasi

terbatas.
24

24
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PERUBAHAN LAMPIRAN (SPTB) PER-15/PB/2017

menjadi Perdirjen nomor PER-7/PB/2019

 Poin 3-5  

sesuai  

permohonan

dihilangkan

dengan

dari

Kemenristekdikti.

 Lampiran ditambahkan

pengisian SPTBcontoh

untuk

terjadinya

menghindari  

kesalahan

dalam pengisian SPTB.

 Lampiran

25
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PENELITIAN

No Jenis Riset/Penelitian Output

1 Riset
Pembinaan/Kapasitas

Laporan

2 Riset Dasar Laporan

3 Riset Terapan Laporan,Naskah  
Kebijakan

4 Riset Pengembangan Laporan

5 Kajian Aktual Strategis Naskah Kebijakan

JENIS

TATACARAPELAKSANAAN

PENELITIAN

JENIS, PROSES S

ELEKSI, PENILAIA

N PROPOSAL, PE

NETAPAN PELAKS

ANA, DAN PENILAI

AN OUTPUT PENE

LITIAN

• Proses 1 – 4 dilakukan pada tahun N-1, mulai dari pengeluaran petunjuk teknis hingga

penetapan

• Proses 5-8 pada tahunN 21



PENELITIAN

PENYELESAIAN  

TAGIHAN

Penerima  

Hak

Tagihanb

erdasarka  

n Buktiyg  

sah

LS KPPN
Satke  

r

Bukti yang sah:

1. Buktiperjanjian/kontrak

2. Nama & No Rek penyedia barang/jasa

3. BAPP;

4. BAST;

5. Dok lain sesuaiketentuan

PEMBAYARAN

KOMITMEN

Pembuatan

Komitmen

Perjanjian/Kontrak

Penetapan kep

utusan

1. Belanja Pegawai;

2. Perjadin ;

3. Kegiatan swakelol

a termasuk honora

rium

4. Belanja Bansos da

lam bentukuang

Kegiatan PenelitianB

erbasisOutput

OlehPPK

PPK dgn PelaksanaPenelitian
Cara penarikan :
a. Langsung
b. Bertahap

PenerimaHak

• Sekaligus

• bertahap(termin)

PelaksanaPenelitian

Hasil seleksi proposal  

Yg telah di periksa oleh Ko  

mite Penilai/reviewerpropo

sal
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PelaksanaanSBKUPenelitian
Pelaksanaan
SBKUPenelitian

1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran
penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran  
(Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan  
pada hasil penilaian komite penilaian dan /  
ataureviewer,

2. Pedoman  pembentukan  komite  penilaian dan/
atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan
penilaian penelitian mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil
akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi
standar kualitas yang telah ditetapkan dalam
tata cara pelaksanaan penilaian.
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1. Anggaran penelitian SBK SKPdialokasikan
dalam DIPA

2.Penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan
hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau
Reviewer.

3.Kegiatan penelitian SKP yang anggaran  
dialokasikan dalam DIPA dilaksanakan dalam  
satu tahun anggaran.

4.Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP  
akan dilaksanakan lebih dari satu tahun  
anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu  
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai  
tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun  
jamak (multi years contract) dalam pengadaan  
barang/jasa pemerintah.

PENGALOKASIAN

ANGGARAN

PELAKSANAAN, PENGALOKASIANDANPENYELESAIAN TAGIHAN
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a.TahapI,Dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
1) Proposalpenelitian;
2) Rekomendasi kelayakanproposal oleh Komite PenilaianProposal  

dan/atau Reviewer Proposal;
3) Bukti perjanjian/kontrak;dan
4) Berita AcaraPembayaran.

b.Tahap selanjutnya, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sahyang  
meliputi:
1) Laporan kemajuan pelaksanaanpenelitian berdasarkan tahapan

sesuai perjanjian/kontrakdan/atau laporan hasilpenelitian;
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sebagaimana  

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

3) Rekomendasi kelayakan hasil penelitiandari KomitePenilaian
Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer KeluaranPenelitian;

4) Berita Acara hasilpenilaian ;
5) Berita Acara Pembayaran;dan
6) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah

PENGAJUAN
TAGIHAN

PELAKSANAAN, PENGALOKASIANDANPENYELESAIAN TAGIHAN

PENYELESAIANTAGIHAN

5. Tagihan pembayaran secara bertahap dilaksanakan sebagai berikut:

Terima.
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MONEV

MONITORING DAN EVALUASI & PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN

Penyelenggara Penelitian melakukan  

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan  

anggaran penelitian berbasis SBKSKP

1. Pelaksana

laporan

Penelitian wajib menyampaikan

kegiatan penelitian kepada

denganPenyelenggara

yang

Penelitian sesuai

diatur oleh Penyelenggaraketentuan  

Penelitian.

2.  Dalam hal

disebabkan

terdapat  kegagalan  penelitian yang

kelalaian  pihak-pihak  yang  terlibat

dalam pelaksanaan penelitian dan menyebabkan

kerugian negara, maka kerugian negara tersebut

menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai

dengan peraturanperundang-undangan.

3. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

atas hasil penelitian diatur lebih lanjut oleh

Penyelenggara Penelitian

PELAPORAN&  
PERTANGGUNGJAWABAN
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Dokumen Tagihan Pembayaran

No Dokumen Sekaligus

Bertahap

TahapI Tahap
Selanjutnya

1 ProposalPenelitian V V -

2 Rekomendasi Kelayakan Proposal oleh Komite  
Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal

V V -

3 BuktiPerjanjian/Kontrak V V -

4 Berita Acara Pembayaran(BAP) V V V

5 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian - V

6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) - - V

7 Rekomendasi Kelayakan Hasil Penelitian oleh Komite
Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer
KeluaranPenelitian

- - V

8 Berita Acara HasilPenelitian - - V

9 BAPPatau BAST - - V
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Thank you
Terima Kasih




